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Hukum dan peratuian

ketenagakerjaan di lndonesia dapat

dikelompokkan :ke dalam 3 golongan

yaitu :

a. Ketentuan yang dinyatakan dalam

Undang-Undang Dasar Republik

lndonesia.

b. Ratifikasi Konvensi-Konvensi

lnternasional.

c. Berbagai Undang-undang dan

Peraturan.

Undang-Undang Dasar (UUD)

Republik lndonesia memuat beberapa

pasal yang mempunyai kaitan langsung

dan tidak langsung dengan administrasi

ketenagakerjaan dan perumusan kebijakan

ketenagakerjaan seperti :

a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan

bahwa : Tiap+iap warga negara

berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan:

b. Pasal 28A sampai 28I mengenai hak

asasi manusia:

c. Pasal 3l mengenai pendidikan;

d, Pasal 34 mengenaijaminan sosial,

':
Hingga akhir tahun 2005.

lndonesia telah meratifikasi l7 Konvensi

lLO, termasuk 8 Konvensi Dasar dan 2

Konvgnsi , Prioritas. Konvensi ILO yang
.':'i.1 

.,':.-:'

tr$uhbelasituadalah: : ,:
a. Konyensi No. 87 taluq,.1948 tentang

Kebebasan Berserikat dan

Perlindungan Hak untuk

' .'Befrsrganisasi:

b. KonV€nsi Nii.98 tahun 1949 tentang

Hak Berorganisasi dan Berunding i

Bersama;

c. Konvensi No.29 tahun 1930 tentang

Larangan kerja Paksa;

d. Konvensi No.l05 tahun 1957 tentang

Penghapusan Kerja Paksa;

e. Konvensi No. 138 tahun 1973 tentang

Usia Minimum untuk Bekerja;

f. Konvensi No. 182 tahun 1999 tentang

Larangan dan Tindakan Segera

Menghilangkan Bentuk Terburuk

Mempekerjakan Anak;

g. Konvensi No.l00 tahun l95l tentang

Remunerasi yang sama bagi Pekerja

Laki-laki dan Perempuan atas

Pekerjaan yang Sama Nilainya;

I
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h. Konvensi No. I I I tahun 1958 tentang

l.arangan Diskriminasi dalam '

Pekerjaan dan Jabatan: 
:

Konvensi No. 8l tahun 1947 tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Konvensi No. 144 tahun 1,976 tentang

Konsultasi' f riPartit:

Konvensi No. 19 tahun 1925 tentang

Perlakuan Yang Sama terhadaP

Peker.ia Nasional dan Asing;

l. Konvensi No. 27 tahun 1929 tentang

' Pemberian Tanda Berat atas Kemasan

Berat yang Dikirim melalui KaPal;

, m. Konvensi No. 45 tahun 1935 tentang

Mempekerjakan PeremPuan dalam

Semua Bentuk Kerja Tambang;

n. Konvensi No' 69 tahun 1946 tentang

Sertifikasi 'l'ukang Masak di Kapal;

o. Konvensi No. 88 tahun 1948 tentang

Pelayanan PenenrPatan Kerja;

p. Konvensi No. 106 tahun 1953 tentang

lstirahat Mingguan di Perdagangan

dan Perkantoran; Konvensi No' 120

tahun 1964 tentang Higiene

i,: Perusahaan di Ferdagangan dan

Perkantoran.

Disarnping Peraturan Perundang'

undangan yang diterbitkan setelah

kemerdekaan. lndonesia masih tetap

:, meflggulakan beberapa Ordonansi produk

pemerintah kolonial Belanda.

i Diantara peratuian perundangan

lndonesia yang penting adalah berturut-

turut :

UU No, ' 3 : tahun l95l tentang

PengawasanKetenagakerjaan; 1

UU No. ltahun 1970 tentang

Keselamatan Keria:

c. UU No.7 tahun l98l tentang

Kewaj iban LaPoran' Perusahaan;

Peraturan, Pemerintah No' 8 tahun 
'

l98l tentang Perlindungan UPah; 
:

UU No. 3 tahun 1992 tentang

JaminaF Sosial Pekerial
i

UU No. ll tahun

Program Pensiun;

UU No.2l tahun

Serikat Pekerja;

UU No. l3 tahun'

Ketenagakerjaanl

UU No.2 tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

lndustriall

UU No. 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan

Tenagakerja di Luar Negeri;

UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional.

Di bawah ini diuraikan lebih lanjut

beberapa pasal dari Undang'Undang

Dasar, kedelapan Konvensi Dasar lLO,

dan tiga dari Undangundang terbaru

o.

b.

d.

e.

j.

h.

1992 tentang.r

2000 tentang ;

2003 tentang i

J.

k.
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terbaru yaitu UtJ No. 2l tahun 2000. UU

No. l3 tahun 2003. dan No. 2 rahun 2004. ,

:

l. Kententuan Undang-Undang

Da'sar 
:

Mukadimah atau Pembukaan

LJ LJ D memual landasan Fancasila.

J"erutama tiga diantara 5 Sila tersebut

mempunyai keterkaitan erat dengan

administrasi ketenagakerjaan yaitu :

kemanusiaan yang adil dan beradab,

kerakyatan. yang dipimpin oleh hifmat :

kebiiaksanaan dalarn, permusyawaratan/

perwakilan. serta mewu.iudkan keadilan

sosial bagi scluruh rakyat lndonesia.

Disamping 'itu. beberapa pasal UUD

tersebut dikutip di bawah ini. 
l

a.,, ,Pasal Zil"*yat (21 
:

Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekeriaan clan penghidupan ,yung '

layak,bagi kemanusiaan.

b. Pasal 28

Kemerdekaan berserikal dan

berkumpul. mengeluarkan pikiran l

dengan lisan dan tulisan dan '

sebagainya ditetapkan dengan undang- :

undang

c. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup ,serta

berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

d. Pasal 2EB,ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup. tumbuh dan berkembang serta

berhalq, atas , perlindungan dari

kekerasan dan.diskriminasi.. .x

€. 'Pasal2SC a.va't (l)
Setiap orang berhak mengembangkan

diri melalui psme nuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapatkan

pendidikan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni ilan budaya. demi meningkatkan

kq,glitas hidup dan demi kesejahteraan

umat manusia.

f. Pasal 28C ayat (21

Setiap orang berhak untuk memaju-
:

kan dirinya dalam memperjuangkan

haknya,, secara kolektif untuk

membangun masyarakat. bangsa. dan

negaranya.

g. Pasal 28D ayat(l)

Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum.

h. Pasal2SD ayat (2)

:Setiap orang, berhak unruk bekerja

serta mendapat irnbalan dan

perlakukan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.
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J.

k.

Pasal 28E aynt (j) ,

Setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat. berkumPul. dan I

rnengeluarkan pendaPat.

Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan a'

sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinYa secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 281 ayat (3)

Setiap orang berhak bebas dari b'

perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar aPaPun dan berhak

mendapat perlindungan terhadaP

perlakuan yang bersifat diskriminatif c.

itu. 
;

Pasal 3l ayat (l) 
,

Setiap warga negara berhak i

mendapatkan pendidikan. d'

m. Pasrl34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem ,

.iarninan sosial bagi seltrruh rakyat dan

rnemberdayakan masyarakat Yang 
I

lemah dan tidak mampu sesuai dengan i

martabat kemanusiaan. I

2, Konvensi Drsar ILO

Uafrwa semua negara anggota ILO

mempunyai kewajiban untuk memajukan

dan merealisasikan. dengan itikad baik

dan sesuai dengan Konstitusi lLO, prinsip

hak dasar pekerja, yaitu :

Kebebasan berserikat dan pengakuan

hak pekerja secara etbktif untuk

berunding bersama sebagaimana

dinyatakan dalam Konvensi No.87

tahun l94E dan No.98 ra\un 1949:

Penghapusan segala- bentuk kerja

paksa, sebag,aimana dinyatakan dalam

Konvensi No.29 tahun 1930 dan

No. 105 tahun 19571

Penghapusan pekerja anak secara

efektit. sebagaimana dinYatakan

dalam Konvensi No. 138 tahun 1973

dan No. 182 tahun 1999; dan

Penghapusan diskriminasi dalam

pekerjaan dan jabatan sebagaimana

dinyatakan dalam Konvensi No.l00

tahun 1957 dan No. I I I tahun 1958.

Kedelapan Konvensi Dasar ILO tersebut

telah diratifikasi lndonesia dan dengan

demikian telah rnenjadi, bagian dari

peraturan perundangan dasar lndonesia di

t]ntukrnewrrjudkanDeklarasilLo]bidan8ketenagakerjaan.

bulan Juni 1998 tcntang Prinsip dan' Konvensi No. 87 tahun 1948 tentang

Hak Dasar dalam Pekerjaan dan i Kebebasan B€rserikat dan Perlindungan

'l'indak Lanjutnya, 
" 
juga disepakati i Berorganisasi diratitikasi dengan Keppres

i.:
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No. 8.1 tahun 1998. Konvensi ini

beberapa ketentuan. antara lain:

a. Peker.ja dan pengusaha mempuniai

hak u:ntuk mendirikan atau menjadi

anggota organisasi atas pitihan sendiri

tanpa paksaan atau arahan sebelumnya

oan stapa pun:

b. Pekerja dan pengusaha mempunyai

hak rnen)'usun anggaran dasar dan

rumah tangga organisasinya masing-

masing. mernilih wakil-wakilnya

secara bebas. mengorganisasikan

kegiatan-kegiaran'nya, dan' nienyusun

pn)grarn kerian.va:

c. Penguasa atau pemerintah tidak boleh

melakukan intcrf'ensi tlalam bentuk

apapun yang dapar membatasi hak dan ,

kegiatan organisasi ini.

(2) Mernberhentikah 'pekerja kaiena

mengikuri serikar pekerja atau

berpartisipasi dalam kegiatan serikat

memuat

' " Para pekerja dan pengusaha harus

memperoleh perlindungan atas tindakan

yang satu terhadap yang lain atau atas

tindakbn organisasi yang satu terhadap

yang lain, baik dalam' ' tral

pembentukannya maupun dalam

menjalahkan fungsi dan kegiatannya.

Kon'diii' nasional harus diciptakan. untuk

mendorong perundingan antara organisasi

pekerja dan pengusaha secara sukarela.

terutama untuk merumuskan perjanj ian

kerja bersama.

Konvensi No.'2g tahun 1930

tentang Larangan Kerja Paksa diratifikasi
Konvcnsi No. 98 tahun 1949 sejak pemerintah kolonial Betanda tahun

tentang llak []crorganisasi dan Berunding 1933. Setiap keria atau pelayanan lang
Bersatna cliratitlkasi rnelalui UU No. l8 diminta dari seseorang tidak boleh karena

tahun 1956. Para pekerja harus r dipaksa:atau sebagai hukuman. akan

nremperoleh pertindungan yang cukup tetapi harus dilakukan secara sukarela,

atas tindakan anti serikat pekerja dan atas Penguasa yang berwenang tidak boleh

diskriminasi dalam pekerjaan mereka. mengizinkan kerja paksa untuk

Perlindungan harus diberikan terutama keuntungan perorangan. perusahaan atan

terhadap tirrdakan 1'ang dilakukan dararn organisasi swasta apapun.

trentuk : Konvensi No. 105 rahun 1957 tentang

( t) Membatasi atau melarang pekerja Pehghapusan Kerja "Paksa diratiflikasi

untuk rnenjadianggota serikar pekerjar merarui UU No. l9 tahun 1999.

pekerja.

,, ,..ri,t1-'o
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Konvenii ini ' miminti -semui ,-.--iiiu tiO;t'[;tang ttaii tS tahun:

pemerintah untuk melakukan tindakan b' Usia minimum untuk $ekerja di

rnenghapuskan semua bentuk ker.ia'paksa, tempat-tempat berbahaya'yang dapat

antara lain bila tlitakukan :

a. Sebagai , alat tbhanan politik atau

bertentangan terhadap politik atau

sistem sosial ekontlmi Yang ada:

b. Sebagai cara 'memotrilisasi dan

nrcnggunakan pekcria'dengan atau

atas nama pembangunan ekonomisl

pekeria dalam : Pemogokan I

e. Sehagai alat cliskrirninasi berdasarkan

perhedaan suku. status sosial:

kebangsaan dan agama,

rncnyelesaikan sckolah wajib. dan

mryr*sak kesehatan.',,keselamamn dan

atau r mnral trang',usia'rntida. tidak

) program pendidikan atau

pelar&an dalam,dan oleh lembaga

, untuk itu:

(2)'Ftograrn' pelatihan di I tempat kerja

yang disusun memfbsilitasi untuk

lnern i I ih .pelterj aan 31qu : pc I at i han.

LJIJ N'o. 20 tahtrn 1999 tentang

tiatifikasi. Kgnvensi No. l3E:r terscbut

,,,tinelakan

penrJitlikan ,' atatl hukuman atas boleh kurang dari '18 tahuRl'' '

ketertiban politik atau mengeluarkan , c. Larangan:usia mini'rnum.di"atas tidak

pernyaraan pdlitik atau ideologi yang berlaku dalarn melakukan' pekerjaan

sebagai bagian terpadu dari :

i

i, ( I

c. Sebagai alat mendisiplinkan pekerja; I atas,.izin hlstansi yangberwenang;

d. Sebagai hukuman atas partisipasi . (3) program bimbingan:atau orientasi

Konvensi No. 138' tahun lg73 : secaaa:eksplisit tnenyatakan" bahwa usia

tent&ng tlsia Minimum' untuk Bekerja , t<erja minimum di lndonesia adalah l5

dirqtit'rkasi melalui 'UU No. 20 tahun tahun.

1999. Konvensi ini menYatakan

lain buhua : tentants l.arangan dan 'l:intlakan Scgerd

0. Se riap ncgara harus ntcngupayakan untuk llenghapusan llentuk' Ker.ia

clan merumuskan,.kebiiakan nasional Terburuk dan "'l'indak Lanjdtnya

yang menjarnin penghapusan ,pekerja diratifikasi melalui UU No. I tahun 2000,

anak secara. efektif. dan secara Konvensi ,,ini antara 'lain 'menyatakan

pregresif 'meningkatkan batas usia bahwa :

negara harus " mengambil

: rig.g€r{ , tlan eliktil' ur*uk'
keq\dak kurang dari usia anak a. Setiap

3l tt#O llul<lffiy4l3'filtt F Ufl,r&t



menjarnin . pelarangan dan barang ltepada pekerja sebagai imbalin

penghapusan segala bentuk terburuk atas jasa keria yang diberikannya.

' dalam rnempekerjakan anak di bawah Ketentuan ini ,dapat di,laksanakan antara

l8.tahun sebagai hal yang mendesak: lain dengan menerbitkan peraruran

b; Benruk terburuk mempekerjakan'anak perundangan nasional. mekanismg resmi.'

mencakup antara lain : untuk penetapan upahi dan atau,melalui

(l) Semua bentuk, perbudakan u13u perjanjiaR bersama.

)ang : serupa dengan itu. Konvensi , No. I I I tahun 1958

perdagangan anak. atau: ker.ia tentang Larangan 'Diskriminasi dalarn

, paksa; Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi dengan

(21 Melibatkan anak dalam UU NoJl tahun 1999. Dalarn hal ini

prostitusi, melakukan atau untuk istilah ' .;iekerjaan dan jabatan juga

: prgduksi film pornografi; rncnea*up akses. , untuk . mengikuti

t3). Melibatkan anak dalam kegiatan : pelatihan, akses untuk mernperoreh

memproduksi atau pekerjaan dan menduduki jabatan, serta

mempc.rdagangkan barang- menyangkut syarat-{iyarat kerja. Setiap

barang dan sbat terlarang; pemerintah ,harus menghapuskan

(4), Fekerjaan . yang dapat perbedaan, pengecualian atau preferensi

membahayakan kesehatan, yang dibuat berdasarkan perbedaan suku,

,keselantatan; dan moral anak. warna kulit, jenis kelarnin,,agarna. aliran

politik atau asal usul, yang berdampak

Konvensi No. 100 tahun l95l

tentahg Remuherasi yang sama untuk

Pekerja l,aki,laki ,dan Perempuan atas

Pekeriaan yang Sama Nilainya diratifikasi

melalui ULJ No. 80 tahun 1957.

membatasi atau menimbulkan

ketidakadilan memperoleh kesempatan

, atau pertakukan dalam pekerjaan atau

jabatan. :

3. Undeng-undang No. '21 Tahun

Dalam , hal ini istilah remunerasi 2000

mencakupgr4ii-pokok. atau upah atau gaji Hak untuk menjadi anggota atau

minimum. dan semua tunjangan yafig mendirikan suatu organisasi merupakan

dlhdkan pengusaha secara langsung,atau hak dasar setiap pekeda yang dijamin

tidak langsung. dalam benruk runai arau dalam pasal 28 UUD.

.. \.,:.,
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Hak,dasar ini .iuga merupakan tema

sentral dari Konstitusi lLO dan berbagai

Konvensi ll.O lainnya.

tJndang-undang No. 2l tahun

2000 tentang Serikat Pekerja sangat

monumental dalam pergerakan serikat

pekerja di lndonesia karena Undang-

undang tersebut memuat ketentuan dasar

l.Jl.JD dan Konstitusi ILO dan ketentuan

dasar dari Konvensi lt-0 yang sangat

penting yaitu Korrvensi No. 87 tahun 1948

{6n,No. 98 tahun 1949.

l.JU No. 2l tahun 2000

menyatakan bahwa satu serikat pekerja di

satu perusahaan dapat didirikan oleh

paling sedikit l0 orang Pekeda d'i

pcrusahaan dirnaksud. Serikat pekeria

dapat dibcntuk bertlasarkan sektor atau

bidang usaha. jenis jabatan atau kategori

lain. Kebebasan berserikat juga

rnemungkinkan pernbentukan lebih dari

satu serikat peker.i.a di suatrr perusahaan'

Setiap serikat pekeria dapat disusun dalam

struktur hierarkhis. rnulai dari tingkat

perusahaan ke tingkat kabrrpaten/kota. ke

tingkat provinsi hingga ke tingkat

nasional. Oleh paling sedikit 5 serikat

pekeria seperti dapat membentuk federasi

serikat pekerja. Konlbderasi sei'ikat

peker;ia dapat dibentuk oleh paling sedikit

3 t'ederasi serikat pekerja.

Setiap, serikat pekerja. t'ederasi atau

konfederasi ser'ikat pekerja. harus

mernpunyai anggaren dasar dAn,anggaran

rumah tanggai Sernua ,serikat pekerja,

f'ederasi dan konlbtlerasi serikat pekerja

harus mencatatkan diri ke kantor atau

dinas tenagakerja'setempat. Pencatatan

ini penting bukan hanya sebagai bukti

kaberadaannya supaya dapat diterima

pengusaha secara t-ormali akan tetapi.iuga

untuk mernbangun atau melengkapi pusat

informasi mengenai perkembangan

serikat pekerja, .yang pasti dibutuhkan

dan sefiap saat dapat digunakan oleh

mitranya di masyarakat., Serikat 'pekerja

yang secara resmi telah tercatat di kantor

dinas tenagakerja, mempunyai hak untuk

berunding dengan Pengusahal

merumuskan perjanjian kerja bersama

(PKB) dengan catatan bahwa serikat

peker.ia tersebut telah. memiliki anggota

le,bih dari 50% dari seluruh pekerja.

Pengurus serikat pekerja juga berfungsi

mewakili anggotanya di BKS Bipartit dan

lembaga-lembaga lainnYa.

'4, Undang-undnng No.l3 Tahun 2003

. Undang-undang No, l3 tahun

2003' tentang Ketenagaker.iean

mempunyai cakupan yang sangat Juas.
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Undang"undang ini memuat isi dari 6

Ordonansi dan 7 [Jndang-undang lama

yang clicabrit , bersamaan dengan

pemberlakuan UU No. 13 tahun 2003 ini.

g. UU No.25 tahun

Ketenagakerjaan.

1997 tentang

Pembangunan ketenagakerjaan

dilakukan secara terpadu dan

Keenam C)rdonansi yang dicabut adalah terkoordinasi dalam (erangka

: mengenal: pembangunan Indonesia merupakar,i',

' a. Peng€rahan pekerja lndonesia untuk pernbangunan manusia lndonesia .

bekerja di luar lndonesia; seutuhnya dsn :pembangunan masyarakat ,

: b. Pembatasan pekerja anak dan kerja seluruhnya untuk meningkatkan martabat,

nralam bagi'perernpuan: harkat dan harga diri tenagakeda dan

c. Pekerja anak dan orang muda di kapal seluruh masyarakat. :

. ,[aut; pembangunan ketenagakerjaan

d. Pemulangan tenagakerja yang : mempudyai banyak dimensi. ,

dikerahkan dari luar lndonesia. , Feriibangunan :ketenagakerjaan saling ,

e. Pernbatasan pekerja anak-anak. I terkait dengan pengusaha, pekerja, serikat r

Ketuiuh tJndang-undang yang pekerja' pemerintah dan masyarakat.

dieabur adalah : Oleh seblb itu pembangunan l

a. UU No. I tahun l95l tentang Syarat ketenagakerjaan harus diselenggarakan

Kerjal atas asas keterpaduan rnelalui 
,kerjlsama

b. uu No. 2t , tahun lgs4 tentang ,lunt.. 
tu'ln*, mlndukung baik dalam

: - 
--"--"8 

koordinasi fungsional maupun koordinasi ,

Perjanjian Kerja Bersama; 
rintas sektorut] uuit di tingkat nasionar ,

c' LJl'J No' 3 tahun 1958 tentang maupun di tingkat provinsi dan
Penempatan'l'enagaker.ia Asing; kabupaten/kota, pembangunan

tJLJ No. 8 tahun 196l tentang Wa.iib ketenagakerjaan berrujuan,unruk:

Kerja sarjana; a. Memberdayakan dan membudayakan

e. UU No.7 tahun 1963 tentang

Pencegahan Pemogokan/Lock-out di

Perusahaan dan Jawatan yang Vital:

tl tJU No.l4 tahun 1969 tenrang

Ketentuan Pokok ,mengenai tenaga

kerja:

sesuai dengan kebutuhan

pembangunan nasional dan daerah;

tenagakerja secara optimal dah,/'
manusiawi; / :

b. . Mewujudkan pemerataen kesempalan 
I

kerja dan penyediaan tenagakerja :

i
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c. Memberikan'perlindungan kepada

tenagakeria dalam mewujudkan

kesejahteraan: dan

d. Meningkatkan kesejahteraan

tenagakeria dan keluarganya.

b. Kesempatan dan Perlakuan Sama

Uab ll LJLJ No. l3 tahun 2003

terdiri dari hanya dua pasal yaitu Pasal 5

dan Pasal 6. yang menyatakan : Setiap

Sesuai,dengan Konvensi ILO No. I I I i

tahun 1958. yangtelah diratiflkasi dengan

Undang-undang'No. 2l tahun 1,999. tidak :

boleh dilakukan diskriminasi .dalam

penerimaan dan perlakuan terhadap

pekerja berdasarkan ras, warna kulit.

' jenis kelamin, agama",aliran politik. dan

suku. Ketentuan ini termasuk salah satu

hak dasar pekerja.

c. Perencanaan, Tenagakerja dan
tenagakerja memiliki kesernpatan yang 

Informa.siKetenagakeriaan
sama tanpa diskriminasi untuk

Penierintah berfungsi menyusun
memperoleh pekerjaan. Setiap-------r r -.-"ree"! 

, pergn€-A$aan tenagakerja sebagai dasar

pekerja/buruh berhak memperoleh

perrakuan yans sama tanpa rJiskriminasi H J1-ilffi;ffi1.i'jff::
dari pengusaha. Artinya, setiap kerjaan, baik perencanaan tenagakerja

tenagakerja metnpunyai hak dan makro maupun perencanaan tenagakerja

kesempatan yang sama untuk memperoleh mikro. Perencanaan tenagakerja makro

pekerjaan dan pcnghidupbn yang layak r dimaksudkan untuk menjamin

sesuai dengan minat dan kemampuannya. pendayagunaan tenaga-tenaga secara

L]ntuk itu. setiap pengusaha harus optimal dan produktif dalam mendukung

rnemberikan kesempatan yang sama pertumbuhan ekonomi dan sosial serta

kepada scmua pencari kerja dalam rnembuka kesempatan keria produktif

penerimaan pegawai. Demikian jriga seluas-luasnya. baik secara nasional

pengusaha harus memberikan perlakuan maupun di seluruh daerah' Perencanaan

yang sama terhadap semua pekerja dalam tenagakerja mikro dimaksudkan untuk

hal penugasan. promosi, pemberian upah. ' meningkatkan pendayagunaan

pemberian penglrargaan. dan pemberian ' 
tenagakerja secara optimal guna 

:

tintrakan disiprin. sesuai,,o"nf* kriteria ::ilffiI |jH: :^,t'::l-";:;
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

bersangkutan.
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Untuk penyusunan rencana tenagakerja

tersebut diperlukan informasi

ketenagakeriaan meliputi penduduk dan

tenagakerja. kesernpatan kerja, pelatihan

keria. produktivitas tenagakerja.

huburrgan, industrial. kondisi lingkungan

keria. pengupahan dan kesejahteraan

tenagakerja. serta jaminan sosial

tenagakerja. lnfbrmasi ketenagakerjaan,

tersebut dihimpun dari semua instansi

yang terkait, baik instansi pemerintah

maupun swasta. l.embaga pendidikan dan

lernbaga latihan rn isalnya perlu

mernberikan inlbrrnasi mengenai jumlah

dan kualitas lulusan serta jumlah putus :

sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu

memberikan intbrmasi mengenai

lowongan kerja. kebutuhan latihan, upah,

kece lakaan kcria. dan lain-lain.

d. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dimaksudkan

untuk membekali, dan rneningkatkan

kemampuan. kompetensi dan

produktivitas pekeria. Pelatihan kerja

dapat tliselcnggarakan oleh Pemerintah.

l,embaga Pelatihan Swasta. dan oleh
I

Perusahaan di tempat kerja, dengan
:

memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan

dunia usaha di dalam din di luar negeri.

Proglam pelatihan harus mengacu kepada

standar kompetensi, dan dapat dilakukan

secara berjenjang mulai dari tingkat

dasar, tingkat terampil dan tingkat ahli.

Lernbaga pelatihan kerjd swasta

wajib memperoleh izin dari instansi yang

bertangi;ungjawab di bidang

ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Lembaga pelatihan kerja oleh instansi

Pemerintah, mendaftarkan kegiatannya

pada instansi dimaksud. Lembaga

pelatihdn kerja,swasta perlu mempemleh

akreditasi dari [.ernbaga Akreditasi.
',l,

Pengakuan kompetensi' kerja bagi lulusan

program pelatihan diberikan melalui

sertifikasi kompetensi kerja setelah

me-ngikuti tes atau uji kompetensi.

Pemagangan ''dilakukan sebagai 
:

bagian dari sistem pelatihan kerja, yang

diselenggarakan secara terpadu antara

lembaga pelatihan dengan bekerja secara

langsung di perusahaan di bawah

bimbingan dan pengawasan instruktur

atau pekerja yang lebih berpengalaman.

Program pemagangan disusun

berdasarkan pcrsvaratan dan kualifikasi.\
.jabatan dan dapa\ disusun berjen jang.

Antara pengusaha penyelenggara

pemagangan dan peserta. dibuat

perjanjian pemagangan yang memuat

ketentuan jangka waktu pemagangan,

i.'

I
. .,(
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hak din kewajiuin peserta, serta

kewenangan dan kewajiban pengusaha.

e. Penempatan Tenagakerja 
:

Setiap tenagaker.ia rnempunyai hak

dan kesempatan Yang sama untuk

rnemilih, mendapatkan, atau pindah

peker.iaan dan memperoleh penghasilan

yang layak di dalam dan luar negeri'

Penempatan ienagakerja dilakukan secara

terbuka. bebas, obyektif, adil, dan tanpai

diskriminasi, diarahkan untuk :

menempatkan tenagakerja pada jabatan

yang tepat sesuai dengan keahlian.

keterampilan, bakat. minat, dan

kemampuan tenagakerja. dengan 
'

memperhatikan, harkat, martabat, hak 
'

asasi. dan perlindungan hukum.

Pengusaha atau pemberi kerja Tenagakerja asing (TKA) dapat 
'

dapat merekrut sendiri tenagakerja yang . bekerja di lndonesia hanya dalam

dibutuhkan atau melalui pelaksana hubungan kerja untuk 
labatan. "nlnl' .

penimp"in tenagat<e4a swasta harus

berbentuk badan hukum dan daPat

diselenggarakan hanya setelatr mendapat ,

izin Menteri Tenagakerja dan

Transmigiasi. Sesuai dengan Konvensi

ILO No.88 tahun 1948 Yang telah'

diratifikasi melalui Keputusan Presiden

No. 36 tahun 2002, Pelaksana

penempatan tenagakerja dari instansi

pemerintah tldak boleh memungut biayal

dari pekerja. Len*baga penempatan

tenagakerja swata dapat memungut biaya

dari pengguna dan dari tenagakerja
'

golon!$n tertentu. .

i

..

f. Penggunaan Tenagakerja Asing

il;;; ;..*;;.;;: ;;;;, T'waktu,tertentu'':::lT::dapat 
izin

dari Menteri Tenagakerja dan 
'

penempat4fi tenagakerja dapat dilakqkan 
Transmigrasi. penggunaan TKA harus

oleh instansi pemerintah d?n lembaga 
secara selektif untuk memberi, peluang

swasta. Pelaksana penempatan wajib , bagi tenagakeqia lndonesia dan harus

memberikan perlindungan sejak menjamin proses alih teknologi. Untuk

rekrutmen sampai penempatan I itu setiap perusahaan yang akan

tenagakerja. dan setelah itu pemberi kerja menggunakan TKA wajib menyusun

wajib memberi perlindungan keselamatan , Rencana Penggunaan Tenagakerja Asing

(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri
dan kesehatan keriia serta kesejantt'\rrnaga 

Kerjadan Transmigrasi.
\v
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TKA dilarang menduduki .iabatan yang Perjanjian kerja dapat dibuat unruk

mengurusi kepegawaian atau personalia, waktu tertentu dan untuk waktu tidak

scrta .iabatan-jabatan tertentu yang tertentu. Perjanjian kerja tidak dapat

ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan atau ditarik kembali dan/atau diubah kecuali

pemberi kerja yang menggunakan TKA, atas persetujuan kedua belah 'pihak.

wajib : Dalam perjanjian kerja untuk waktu

a. mcnaati ketentuan standar kompetensi tertentu, tidak berlaku masa percobaan.

1,ang diper-s)'aratkan : Perjanjian. kerja untuk waktu tidak

b. rnenunjuk tenagriker.ia lndonesia terJentu dapat mensyaratkan masa

sebagai , pendamping TKA dalam percobaan. akan tetapi upahnya tidak

rangka 'alih teknologi dan alih : boleh lebil+ rendah dari upah minimum ,

keahlian dariTKA.
i.,
yang .ditetapkan oleh Menteri

c. melaksanakan pendidikan Oan ,-Tenitakerja dan Trarismigrasi.

pelatihan bagi tenagakeria lndonesia

pendamping TKA:

d. membayar kompensasi

mempekerjakan 'l-KA;

h. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

atas Perjanjian kerja untuk waktu

, tertentu tidak dapat dibuat untuk

e. memulangkan TKA ke negara asatnya . pekerjaan yang bersifat tetap. akan tetapi

setelah hubungan kerjanya berakhir, i hanya untuk pekerjadn tertentu yang

menurut jenis dan sifar atau kegiatan

g. Perjanjian Kerjn pekerjaannya'akan selesai clalam waktu

I lrihringan kerja teriatli karena tertentu, yai'tu :

adanya per.ianiian ker.ia antara pengusaha
'

dan pekerja. Perjaniian kerja dibuat atas i (l) Pekerjaan yang sekali selesai atau

dasar kesepakatan kedua belah pihak, i ,r*rnrara sifatnya; 
:

Pekeriaan yang diperjanjikan tidak (2) Pekerjaan yang diperkirakan 
:

bcrt$nt$ngan dengan ketertiban umurn. penyelesaiannya dalam waktu yang

kesusilaan. ,dan peraturan perundanga--tr- tidak terlalu lama dan paling lama 3

yang berlaku, tahun;
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(3) Pekerjaan yang bersifat musiman; Waktu kerja lembur paling lama 3 jam

atau satu hari dan 14 .iam satu:' minggu'

1,1) lrckeriaan )ang berhubungan dengan Setiap pekerja 'berhak mernperoleh

produk baru. kegiatan baru. atau istirahat paling sedikit setengah .iam

produk tambahan yang masih dalam setelah bekerja 4 jam terus'menefus'

percobaan atau penjajakan. Setiap ' pekerja berhak rnemperoleh '

istirahat satu hari dalam satu minggu

perjanjian keqia waktu tertentu i apabila dia bekerja 6 hari kerja seminggu

CIrKW,T) dilakukan untuk paling.lama dua atau dua'hari bila'dia bekerja 5 haridalam

tahun. akan tetapi rJapar diperpaniang atau seminggu' Setiap pekerja juga

diperbaharui. Pgpanjalgan PKW]' dapat mempunyai hak cuti l2 hari kerja dalam

dilakukan hanya satu kali untuk paling setahun' '''-

lama satu tahun. Pembaruan PKWT dapat I P.gkpda peremPuan tidak boleh

dilakukan hanya satu kali untuk paling : diwajibkan bekerja pada hari pertama dan

lama dua tahun setelah PKWT yang lama i kedua waktu haid' Pekerja p€r€ffipusn :

, herhak mempero'leh istirahat'selama 1,5

bulan sebelum $aatnya :menurut

dan pcrhitungan dokter/bidan melahirkan dan

, 
1,5 bulan sesudah melahi.rkan anak' 

'

Pckerja perempuan berhak beristirahat

waktu kerja dalam satu minggu I 1,5 bulan setelah mengalami gugur:

tlitetapkan40.iarn.dapatdiatur-dalamdualkandungan.

alternatit. Pertama. 6 hari dalam satu

rninggu dan maksirnurn 7.iam dalarn satu Pekeria tidak wajib bekerja Pada

hari. Kedua. 5 hari dalam sstu minggu dan I hari-hari resmi' Pekerja berhak menerima

maksimum 8 jam dalam satu hari. Apabila 
, 
u,pah penuh pada hari li'bur resmi.' 

'

pengusaha merasa butuh rnempekerjakan I istlrahat mingguan, istirahat atrau cuti

pekerja melebihi waktu kerja yang telah i tahunan dan cuti panjang, serta pada seat i

cliten.tukan. pengusaha wajib membayar hai4 cuti melahirkan 'dan cuti gugu' 
'

upah lembur,

berakhir paling sedikit 30 hari.

i. Perlindungtn' PenguPahnn'

Kesejahteraan
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setiap : 'pekerja berhak mernperoreh sesuai, ,dengan kemampuan, pengusaha
perlindungan atas ' keseramatan dan dianjurkan menyediakan fbsiritas
kesehatan keqia; moral dan kesusilaan, kesejahteraan,seperti pelayanan ketuarga
dan perlakuan -\'ang'sesuai,dengan harkar bercncana. -tempat .penitipan .bayi.

dan martabal manusia. serta nilai-nilai ,perumahan pekerja; fasil,i1as b6r:ibadah.,

o$&ffia' Untuk itu. pengusaha wajib fasilitas olah raga, kantin, cian mendorong

menerapkan , sistem manajemen pembentukan koperasi pekerja.

keselamatan dan kesehatan kerja secara , ,i

teriirtegrasi dengan manajemen

perusahaan. Pengusaha wajib menyusun

program dan menyediakan sarana

pengaman keselamatan dan kesehatan

kerja sesuai dengan Undang-undang No. I

, tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya.

Setiap pekerja berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang ,layak .bagi kemanusiaan. Dalarn

rangka perlindungan pengupahan dan

untuk.memenuhi penghidupan yang layak

tersebut. Pemerintah menetapkan

kebijakan atau ketentuan mengenai r.lpah

minimum baik menurut provinsi dan atau

kota/kabupaten; maupun menurut sektor

clan atau sdb sektor, Dalam rangka

rnenirrgkatkan kcsc.iahteraan pekerja dan

keluarganya,:::pengusaha wajib

rnempertanggungftan . pekerja pada

program jaminan sosial tenagakerja

(arnsostek).

j. ', flubungan Industrial

Hubungan industrial adalah

sistem hubungan antara para pelaku

proses froduksi yaitu pengusaha, pekerja,

dan,Pemeri'ntah, Tujuannya adalah untuk

menumbuhkembangkan,hubungan .,)ang,

aman dan hannonis antara pengusaha dan

pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut;

setiap pengusaha perlu mengembangkan

silcap,,rn€nnpcrlakukan,,pekerja,sebagai

manusia atas dasar .. kemitraan yang

sejajar sesuai dengan kodrat, harkar,

martabat dan harga diri pekerja. Di lain

pihak, para pekerja, perlu rnempunyai

sikap rasa ikut memili.ki serta memelihara

kelangsungan,usaha,,Untuk itu semua.

sarana hubungan industrial perlu

dibangun yang terdiri dari : peratumn

Perusahaan,,.,Badan Kerjasarna Bipar.tit,

Serikat .Pokerja. Pedanjian Kerja

Bersama, Organisasi Fengusaha, Badan :

Kerjasama Tripartit, Peraturan Ferundang
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undangan Ketenagakcriaan. dan Lembaga

Penyetesaian Persel isihan I ndustrial'

k. Pemutusan Hubungan Keria

Pengusaha. pekerja dan serikat t.

peker.ia harus secara bersama-sama

berupaya untuk menghindari pemutusan

hubungan ker.ia (l'llK), Pengusaha dapat

memutuskan hubungan kerja seseorang

pada'dasarnya hanya setelah menerima

persetujuan Pengadilan Hubungan

lndustrial. Permintaan izin memutuskan

hubungan ker.ia lrarus diajukan secara

tertulis melalui Dinas'l'enagakerja dengan

menyampaikan alasan kenaPa harus

melakukan PHK. Dinas Tenagakerja

melalui mediator akan memfasilitasi

pengusaha dan pekeqia untuk mencari

penl'elesaian. llila kedua pihak tictak

rncncupui kcscpukuran. maka mediator

akun rnelirnPahkan kasusnYa ke

Pengadilan Hubungan lndrrstrial. Selama

Pengadilan Hubungan lndustrial belum

memberikan izin PHK" pengusaha dan

pekerja yang berselisih harus tetap

rnclakukan kova.iibannya rnasing'masing

seperti biasa. Bila pengusaha mElakukan

PllK. maka pcngusaha waiib mernbayar:

( I ) LJang pesangon sesuai dengan masa

kerja rnulai dari satu bulan gaji untuk

yang UeLeria kurang dari satu tahun

sampai 9 bulan gaji trntuk yang telah

bekerja 8 tahun atau lebih;

(2) Uang penghargaan masa kerja mulai

dari dua bulan gaji untuk Yang

bekerja tiga tahun atau lebih tetapi

kurang dari 6 tahun. hingga l0 bulan

gaji bagi orang y,ang telah bekerja 24

. tahun'atau lcblh; :

, (3) Uang p€nggantian hak yang belum

i diterima, meliputi penggantian cuti

tahunan' yang belum diambil. biaya
.'": . l

kembali ke' tempat peker.ia diterima.
.. li e.

dan I 5% dari uang Pesangon dan

penghargaan masa kerja sebagai

pengganti fasilitas perumahan dan

pengobatan

5. Undang-U'ndang No. 2'Tahun 2fi)4 
'

Berclasarkan I.JLJ No. 2 tahun'

2004. persclisihan hrrbungan industrial

yang selama ini diselesaikan Panitia

Penye lesaian Perselisihan Perburuhan

(P4) Daerah dan P4 Pusat dialihkan untuk

diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan

lndustrial, yang dibentu,k sebagai bagiarr

dari Pengadilan , Negeri di tingkat

Kabupaten/Kota. Namun Pengadilan

'Hubungan lrtdustrial (PHl) mempunyai :

kewenangan yang terbatas hanya untuk 
,
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nrengatlili tJan mcrmutus perkara p.rouru s"tiup pengusaha yang 
*tidak

dari perselisihan hubungan industrial. mengikutsertakan pegawainya dalam

diwajibkan membayar

hak, perselisihan kepentingan, uang pesangon, uang penghargaan masa

perselisihan pemutus hubungan kerja. dan kerja. dan kompensasi pada saat putus

perselisihan antar serikat pekerja. hubungan kerja karena usia pensiun. .: I 
Pihak yang ridak dapat menerima Pasal 184 uu No. 13 tersebut :

Keputusan PHI rnengenai persetisihan:hak menyatakan bahwa setiap pengusaha

dan perselisihan lltlK, masih dapat naik yangmelanggarPasal 167 ayat(5)di,atas

banding langsung ke Mahkamah Kasasi diancam denga.n hukuman pidana penjara ,

l-lubungan lndustrial , yang dibentuk minimum satu tahun .dan maksimum 5

sebagai bagian dari Mahkamah Agung. tahun dan atau denda minimum Rp 100

Akan tetapi Keputusan PHI mengenai juta dan .maksimum Rp 500 juta. Bila ,

perselisihan kepentingan dan perselisihan pekerja menuntut haknya dan tidak

antar serikat pekeria sudah bersifat final. dipenuhi pengusaha. 'dia dapat mengadu

tidak dapat lagi dirnintakan naik banding. ke PHl, dan PHI mewajibkan pengusaha

lni berarti bahwa sisrem PHI jauh iebih membayar yang menjadi hak pekerja.

sederhana dan rnembstuhkan waktu yang Namun. PHI ridak berwenang untuk ,

lebih pendek dari sistem la-ma dengan . mengadili aspek pelanggaran pidana :

mekanisme P4D dan P4P. Akan tetapi r untt*,mengenakan sanksi pidana penjara

Pengadilan Hubungan 'tndustrial tidak : dan atau denda. Demikian juga misalnya

berwenang memeriksa dan mengadili Pasal 42 ayat (l) menyatakan bahwa

pelanggaran pidana di bidang hubung4n setiap perusahaan yang mempekerjakan

industrial. UU No. l3 tahun 2003 rnemuat tenagakerja asing harus mendapat izin
sejumlah sanksi atas beberapa tertulis dari Menteri, Pasal 185 Undang-

pelanggaran pidana dengan atau tanpa undang No. l3 tersebut menyatakan

perselisihan perdata. PHI berwenang , bahwa pelanggaran atas Pasal 42 ayat (l)
memeriksa dan nrengadili aspek perdaia , ini diancam .hukuman pidana penjara r

dari perselisihan hubungan industrial, : minimum satu tahun dan maksimum 4 i

akan tetapi aspek pidananya akan kembali tahun,dan atau denda minimum Rp 100

d'irdili oleh Pengadilan [Jrnum., Misalnya juta dan rnaksimum Rp 400 .iuta.

U.U'No. l3 tahun 2003. Pasal 167 ayat(5): Pelanggaran seperti ini berada di luar

menyatakan bahwa : kewenangan PHl,t'l'**+* ttr** *****'i'i*'
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